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BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN
Implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Sistem Pengelolan Air bersih oleh BUMNag masih belum
terlaksana dengan baik, berpijak pada tiga prinsip hukum dan
rangkaian regulasi mulai UUD 1945 hingga Peraturan yang mengatur
di bawahnya, analisis Bab IV memperlihatkan bahwa problem utama
terletak pada ketidakkonsistenan penegakan sanksi, keterbatasan
sosialisasi, dan lemahnya pengawasan Nagari. Hal tersebut nampak
pada pelaksanaan indikator indikator yang tidak terlaksana secara
menyeluruh dari beberapa aspek, yakni aspek yuridis, administratif
dan sosiologis. Bahwa sebagian informan mengetahui dan setuju
adanya peraturan nagariyang mengatur tentang sistem pengelolaan air
bersih meski tidak secara rinci. Terkait pelaksaanannya sebagian
menyetujui pembayaran iyuran air bersih, akan tetapi berkaitan
dengan penyaluran ‘air ‘bersih' masih belum -merata di lakukan di
sebagian wilayah nagari sungai Sirah, ada seperempat dari wilayah
nagari yang belum sepenuhnya mendapatkan akses yakni di sungai
Sirah mudik, hal itu di sebabkan karena terbatasnya akses dan
pembiayaan yang minim akibat banyaknya yang tidak membayar
iyuran air bersih. Selanjutnya sebagian informan sangat setuju adanya
pencabutan air bersih bagi yang tidak mau membayar, meski
peraturannya belum terlaksana dengan baik, meskipun pelayanan
nagari dan BUMNag sudah cukup baik.

Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan
Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Air Bersih : Faktor internal adalah
hambatan yang berasaldaridalam tubuh BUMNagitu sendiri. Beberapa

faktor utama yang ditemukan antara lain Keterbatasan sumber daya
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manusia BUMNag masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang
kompeten dalam bidang pengelolaan air bersih. Hal ini menyebabkan
beberapa kegiatan operasional tidak berjalan secara optimal, terutama
dalam hal perbaikan saluran, pelayanan pelanggan, dan pencatatan
data penggunaan air. Manajemen kelembagaan yang belum optimal
Struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam BUMNag masih
belum tertata dengan baik. Koordinasi antar bagian juga masih kurang
efektif, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lambat dan kurang
responsif terhadap permasalahan dilapangan. Kemudian Tidak adanya
sanksi tegas terhadap pelanggaran Meskipun terdapat peraturan
mengenai kewajiban membayar iuran, namun belum ada penerapan
sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar, sehingga
menimbulkan kesan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan
hukum yang nyata.

Faktor eksternal berasal dari luar BUMNag, yang turut berpengaruh
terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan. Dari hasil wawancara
yang sudah peneliti dapatkan bahwa faktor penghambat badan usaha
milik nagari dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan dari sesi
faktor eksternal di karenakan adanya Rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat terhadap ' kewajiban -membayar iuran. Sebagian
masyarakat belum menyadari pentingnya membayar iuran air bersih
secara rutin. Beberapa informan menyebutkan bahwa ada anggapan
bahwa air bersih adalah hak yang harus diberikan pemerintah secara
gratis. Kemudian Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap isi
peraturan nagari Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat
yang belum mengetahui secara menyeluruh isi dari Peraturan Nagari
Nomor 2 Tahun 2022. Kurangnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi
menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya

sebagai konsumen.
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Tinjauan Siyasah Dusturisah Terhadap Sistem Pengelolaan Air Bersih
Oleh Badan Usaha Milik Nagari pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 2
Tahun 2022 oleh BUMNag Sungai Sirah sudah memiliki dasar yang
selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Namun dalam
praktiknya, masih perlu penguatan dalam aspek keadilan, pemerataan,
musyawarah, serta penegakan hukum agar kebijakan ini benar-benar
membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. BUMNag dan
Pemerintah Nagari diharapkan terus meningkatkan pelayanan,
mengoptimalkan peran masyarakat, serta menjadikan peraturan ini

sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan umat.

SARAN
Kerjasama pihak pemerintahan nagari dengan pihak berwajib: Pihak

Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak berwajib, ketika
hendak melakukan eksekusi pemutusan saluran air bersih di rumah
warga yang melakukan pelanggaran. Melakukan penegakan sanksi
administratif dan peningkatan kepengawasan, yang perlu di
laksanakan secara adil dan konsisten sebagaimaa di atur dalam
Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2022 agar tercipta keadilan dan
kepatuhan kolektif.

Melakukan sosialisasi dan pemanggilan seluruh konsumen terkhusus
konsumen yang enggan memetuhi peraturan: Pemerintahan Nagari
terkhusus BUMNag dapat melakukan musyawarah atau sosialisai bagi
masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tentang wajibnya
mentaati peraturan dan sanksi sanksi yang akan di dapatkan, agar
mereka yang tidak faham hukum menyadari betapa pentingnya
mentaati aturan.

Meyediakan wadah informasi: Pihak BUMNag dapat menyediakan
forum atau komunitas seperti grup WA dan WEB yang isinya khusus

para konsumen air bersih agar masyrakat dapat dengan mudah
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mendapatkan update informasi yang tidak tercampur dengan grup
nagari.

Rapat internal seluruh anggota pemerintahan nagari: pihak BUMNag
BAMUS dan serta pihak pemerintahan Nagari dapat melakukan rapat
internal yang membahas masalah penyebab tidak berjalannya
peraturan dan audit antar anggota kepemerintahan nagari yang sejalan
dengan yang tidak sejalan agar di cari jalan keluranya guna tegaknya

persatuan dan kesejahteraan masyarakat nagari kedepannya.
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